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ABSTRACT

Drugs trafficking via Indonesia's sea routes continues to increase, making the Sunda Strait one of the most
vulnerable points for inter-island smuggling. Conventional surveillance using patrol boats is often
ineffective due to limitations in range, weather, and response time. This study was conducted to evaluate
the potential and effectiveness of utilizing Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology in detecting and
preventing drug trafficking in the Sunda Strait maritime region. The study used a qualitative approach
through a Systematic Literature Review (SLR) that examined previous research results, national policies,
and the implementation of UAVs in maritime security. The analysis was carried out by grouping the
findings into four main themes, namely the effectiveness of UAVs in maritime surveillance, technical and
operational constraints, integration with national security systems, and institutional policies and
regulations. The results of the study show that UAVs can double the effectiveness of surveillance through
real-time visual detection capabilities, wide coverage, and integration with radar and AIS systems.
However, technical challenges such as battery life, extreme weather, and operator limitations still need to
be overcome. The study concludes that the integrated application of UAVs, supported by strong
institutional policies, can strengthen the national maritime security system and narrow the space for drug
smuggling networks in the Sunda Strait.
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ABSTRAK

Peredaran narkoba melalui jalur laut Indonesia terus meningkat dan menjadikan Selat Sunda sebagai salah
satu titik rawan penyelundupan lintas pulau. Pengawasan konvensional menggunakan kapal patroli sering
kali tidak efektif karena keterbatasan jangkauan, cuaca, dan waktu respon. Penelitian ini dilakukan untuk
mengevaluasi potensi dan efektivitas pemanfaatan teknologi Pesawat Terbang Tanpa Awak (Unmanned
Aerial Vehicle/UAV) dalam mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba di wilayah maritim Selat Sunda.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui Systematic Literature Review (SLR) yang mengkaji
hasil-hasil penelitian terdahulu, kebijakan nasional, serta implementasi UAV dalam keamanan laut.
Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat tema utama, yaitu efektivitas UAV
dalam pengawasan maritim, kendala teknis dan operasional, integrasi dengan sistem keamanan nasional,
serta kebijakan dan regulasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UAV mampu
meningkatkan efektivitas pengawasan hingga dua kali lipat melalui kemampuan deteksi visual real-time,
jangkauan luas, dan integrasi dengan sistem radar serta AlS. Namun, tantangan teknis seperti daya tahan
baterai, cuaca ekstrem, dan keterbatasan operator masih perlu diatasi. Kesimpulan penelitian menegaskan
bahwa penerapan UAV secara terintegrasi dan didukung kebijakan kelembagaan yang kuat dapat
memperkuat sistem keamanan maritim nasional serta mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan
narkoba di perairan Selat Sunda.

Kata kunci: UAV; Keamanan Maritim; Selat Sunda; Peredaran Narkoba; Pengawasan Laut.
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PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di wilayah maritim
Indonesia menjadi salah satu ancaman serius
terhadap keamanan nasional (Roni Gunawan
Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya,
2019). Berdasarkan laporan Badan Narkotika
Nasional (BNN) pada tahun 2024, sekitar 40%
jalur masuk narkoba ke Indonesia dilakukan
melalui laut, terutama di wilayah perairan
terbuka yang memiliki tingkat pengawasan
rendah. Indonesia yang memiliki lebih dari
17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000
km menjadikan kawasan laut sebagai ruang
strategis namun rawan untuk aktivitas ilegal,
termasuk penyelundupan narkotika lintas negara
(Jazim Aziz et al., 2024; Samsurizal et al., 2023;
Sugiyono et al., 2020). Dalam konteks ini, Selat
Sunda menjadi salah satu jalur vital karena
posisinya yang menghubungkan Laut Jawa dan
Samudra Hindia, serta berdekatan dengan pusat-
pusat ekonomi dan pelabuhan besar seperti
Merak dan Bakauheni (Sugiyono et al., 2020).

Selat Sunda dikenal sebagai jalur pelayaran
internasional kelas dua yang padat, dengan lebih
dari 300 kapal melintas setiap harinya (Yulianto,
2022). Kondisi tersebut menciptakan celah bagi
sindikat narkoba internasional untuk melakukan
penyelundupan narkotika menggunakan kapal
nelayan, kapal kecil, bahkan kapal Kkargo
(Hartawan et al., 2021). Menurut data BNN dan
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim
Polri, pada tahun 2023 terdeteksi lebih dari 25
kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut
di sekitar Selat Sunda, dengan total sitaan
mencapai lebih dari 1,2 ton sabu dan 500.000
butir ekstasi (Samsurizal et al., 2023; Sugiyono
et al., 2020). Tingginya intensitas lalu lintas laut
membuat proses deteksi dan pemantauan secara
konvensional menjadi tidak efektif, mengingat
keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi
pengawasan maritim (Ristanto et al., 2021).

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih
berfokus pada peningkatan patroli laut dan kerja
sama antarlembaga dalam pemberantasan
narkoba (Apriliyanti et al., 2024). Namun, belum
banyak penelitian yang membahas secara
mendalam tentang pemanfaatan teknologi
pesawat terbang tanpa awak (drone) dalam
mendeteksi aktivitas peredaran narkoba di
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kawasan laut sempit seperti Selat Sunda.
Padahal, perkembangan teknologi Unmanned
Aerial Vehicle (UAV) telah terbukti efektif dalam
bidang surveillance, border control, dan
maritime monitoring di berbagai negara, seperti
Australia, Amerika Serikat, dan Singapura
(Apriliyanti et al., 2024; Octavian & Jatmiko,
2020). Oleh karena itu, terdapat celah penelitian
untuk mengeksplorasi bagaimana UAV dapat
diintegrasikan dalam sistem pengawasan maritim
Indonesia.

Urgensi  penelitian ini  didasari oleh
kebutuhan akan transformasi sistem pengawasan
laut berbasis teknologi cerdas, mengingat upaya
konvensional seperti patroli laut, radar pantai,
dan kapal pengawas masih memiliki keterbatasan
jangkauan dan efisiensi biaya (Wang et al.,
2023). Drone memiliki kemampuan mengamati
area luas dengan biaya operasional rendah, dapat
dilengkapi sensor inframerah, kamera optik
resolusi tinggi, dan algoritma Al untuk
mendeteksi pergerakan mencurigakan di laut
secara real-(Muhammad & Gregersen, 2022;
Wang et al., 2023) Pemanfaatan UAV akan
mendukung  program  Maritime  Domain
Awareness (MDA) Indonesia dalam memperkuat
keamanan perairan nasional, khususnya di jalur
strategis seperti Selat Sunda yang berfungsi
sebagai pintu gerbang utama antara Pulau Jawa
dan Sumatera (Wahidun et al., 2025).

Secara teoritis, penelitian ini didasari oleh
konsep  Maritime  Security Theory dan
Technological ~ Surveillance  Model, yang
menekankan pentingnya sinergi antara teknologi
pengawasan dan kebijakan keamanan laut.
Berdasarkan laporan UNODC (United Nations
Office on Drugs and Crime), pada tahun 2023
penggunaan drone untuk mendeteksi
penyelundupan narkoba di perairan Karibia dan
Teluk Meksiko terbukti meningkatkan efektivitas
deteksi  hingga 60% dibanding metode
konvensional (Wang et al., 2023). Di Indonesia
sendiri, proyek percontohan UAV maritim oleh
Bakamla tahun 2022 menunjukkan hasil
signifikan dalam mendeteksi aktivitas kapal
ilegal di Laut Natuna Utara, membuktikan
potensi implementasinya di wilayah lain,
termasuk Selat Sunda (Apriliyanti et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
potensi dan efektivitas pemanfaatan teknologi
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pesawat terbang tanpa awak (drone) dalam
mendeteksi aktivitas peredaran narkoba di
wilayah perairan Selat Sunda. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan rekomendasi
strategis dalam merancang sistem deteksi
narkoba berbasis teknologi otonom.

Bagi Indonesia, penguatan keamanan laut di
Selat Sunda tidak hanya berfungsi sebagai upaya
pemberantasan narkoba, tetapi juga bagian dari
strategi ketahanan nasional di sektor maritim.
Letak geografis Selat Sunda yang menjadi jalur
logistik vital dan lintas kapal internasional
menuntut peningkatan kemampuan deteksi dini
terhadap ancaman non-tradisional, termasuk
narkotika,  penyelundupan  manusia, dan
terorisme laut. Dalam konteks global, penelitian
ini relevan dengan upaya internasional melawan
transnational organized crime di jalur laut (Roni
Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra
Jaya, 2019). Indonesia merupakan salah satu
negara anggota ASEAN Senior Officials on Drug
Matters (ASOD) yang berkomitmen terhadap
ASEAN Work Plan on Securing the Sea from
Drug Trafficking (Chen, 2023; Rizki &
Nurdiansyah, 2025) Melalui penelitian ini,
diharapkan muncul rekomendasi kebijakan
teknologi yang dapat memperkuat peran
Indonesia sebagai pemimpin regional dalam
pengawasan maritim berbasis UAV. Selain itu,
hasilnya juga dapat menjadi kontribusi bagi studi
keamanan maritim global dalam mengadopsi
pendekatan  teknologi  untuk  memerangi
narkotika lintas batas.

wiwiwi

- BANTEN

Gambar 1. Selat Sunda

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode Systematic Literature
Review (SLR) untuk mengkaji secara mendalam
pemanfaatan teknologi pesawat terbang tanpa
awak (drone) dalam deteksi peredaran narkoba di
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wilayah maritim, khususnya Selat Sunda.
Pendekatan kualitatif dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi
fenomena sosial-teknologis secara kontekstual,
termasuk dinamika keamanan maritim, kebijakan
nasional, serta inovasi teknologi UAV (Triandini
et al., 2019). Melalui pendekatan ini, penelitian
tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif,
melainkan pada pemahaman mendalam terhadap
pola, makna, dan relevansi implementasi
teknologi drone dalam sistem pengawasan laut
(Setyanjana et al., 2025).

Metode SLR dalam penelitian ini mengacu
pada Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) sebagai
panduan utama untuk memastikan transparansi,
keterlacakan, dan objektivitas proses peninjauan
literatur (Prilatama & Sopiah, 2022). Tahapan
penelitian dimulai dari: (1) identifikasi masalah
penelitian berdasarkan kesenjangan empiris pada
pengawasan maritim dan penegakan hukum
terhadap narkotika laut; (2) penyusunan
pertanyaan penelitian (research question) yang
mengarahkan pencarian literatur; (3) proses
pencarian literatur sistematis menggunakan kata
kunci seperti “UAV for maritime surveillance,”
“drug  trafficking  detection by drone,”
“Indonesia maritime security,” dan “Sunda
Strait” pada basis data akademik seperti Scopus,
ScienceDirect, SpringerLink, dan Google
Scholar; (4) seleksi artikel berdasarkan kriteria
inklusi dan eksklusi, serta (5) analisis dan
sintesis tematik terhadap hasil literatur yang
relevan (Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., &
Altman, 2010).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini
meliputi: (a) publikasi ilmiah antara tahun 2010-
2025, (b) artikel yang membahas pemanfaatan
UAV dalam konteks keamanan laut, pengawasan
maritim, atau deteksi narkoba, dan (c) studi yang
memiliki relevansi geografis atau konseptual
dengan wilayah Asia Tenggara, khususnya
Indonesia. Adapun kriteria eksklusi meliputi
artikel non-peer reviewed, opini tanpa data
empiris, dan publikasi yang hanya berfokus pada
aspek teknis UAV tanpa relevansi terhadap
konteks keamanan (Herwando & Sitompul,
2021).

Analisis data dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis tematik (thematic
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analysis) untuk mengidentifikasi pola-pola utama
dalam literatur terkait (La Ode Murgazali Bakasa
et al., 2024; Lukasiewicz et al., 2022; Purwanto,
2021). Untuk meningkatkan validitas hasil,
dilakukan triangulasi sumber literatur dengan
membandingkan hasil dari berbagai publikasi,
dan dokumen kebijakan. Hasil analisis disajikan
secara  deskriptif-kritis guna menghasilkan
sintesis konseptual dan rekomendasi strategis
mengenai implementasi UAV dalam deteksi
peredaran narkoba di Selat Sunda (Phillips et al.,
2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil seleksi literatur melalui
tahapan SLR dengan PRISMA, diperolen 32
artikel utama yang relevan dengan topik
penelitian. Analisis literatur menunjukkan bahwa
penggunaan UAV dalam pengawasan maritim
telah diakui secara global sebagai teknologi
disruptif yang mampu memperkuat sistem
keamanan perairan.

Tabel 1. Daftar ekstraksi hasil data penelitian
menggunakan pendekatan PRISMA

Triyani et al.
(2025)

Sinaga et al.
(2025)

Prakoso et al.
(2025)

Camilli
(2015)

Aris  Sarjito
(2023)

Hartawan et

ISSN 2086-9363

sebesar 85%.

Model deteksi berbasis Al dan
UAV mampu mendeteksi pola
ancaman seperti pembajakan dan

penyelundupan dengan  presisi
tinggi.

Integrasi  UAV  pada sistem
pengawasan laut dan udara

meningkatkan efektivitas kontrol
wilayah maritim Indonesia.
Kecerdasan buatan pada UAV
meningkatkan resiliensi  sistem
keamanan laut terhadap ancaman
narkoba dan kejahatan lintas batas.
Desain UAV laut dengan sistem
sensor terintegrasi meningkatkan
kesadaran situasional dan deteksi
dini ancaman.

Pemanfaatan  teknologi UAV
menjadi komponen penting dalam
memperkuat sistem kemaritiman
Indonesia berbasis kemandirian
teknologi.

Intelijen maritim berbasis UAV di

Peneliti Hasil
Gromadzinska UAV  meningkatkan  efisiensi
(2021) patroli laut hingga 70% dengan

Ristanto et al
(2021)

Purwanto
(2021)

Lampropoulos
et al. (2023)

Wang et al.
(2023)

Soemantri et
al. (2025)

jangkauan  area  lebih  luas
dibanding kapal patroli
konvensional.

Penggunaan UAV efektif untuk
mendeteksi dan menindak
kejahatan lintas negara seperti
penyelundupan narkoba di wilayah
perairan padat.

Kamera hiperspektral pada UAV
mampu mendeteksi area tanaman
ilegal dan aktivitas narkotika di
daerah terpencil.

UAV  dengan sensor  multi-
spektrum dan analisis data big data
mampu mengidentifikasi ancaman

maritim dan pergerakan
mencurigakan.

Drone  mampu  mempercepat
deteksi kapal tanpa izin dan

menurunkan biaya patroli maritim
secara signifikan.

Integrasi Al dan sensor fusion
pada sistem UAV meningkatkan
akurasi deteksi ancaman laut
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al. (2021) Selat Sunda mampu mempercepat
respons terhadap penyelundupan
narkoba dan pelanggaran wilayah

Kusumah Keterbatasan daya baterai dan

(2019) kestabilan UAV di kondisi angin
laut menjadi hambatan utama
dalam operasi panjang.

Gregersen Tantangan utama ekosistem UAV

(2022) maritim meliputi kebutuhan
infrastruktur ~ komunikasi  dan
logistik yang kompleks.

Islam (2024) Dilema etika dan tanggung jawab
manusia dalam operasi drone
militer dan keamanan menjadi
tantangan moral di era teknologi.

Johansson Sistem otonom maritim

(2018) menghadapi  tantangan  terkait
keselamatan penerbangan, risiko
tabrakan, dan akuntabilitas hukum.

Wang et al. Cuaca ekstrem dan interferensi

(2023) elektromagnetik di laut
mempengaruhi kualitas transmisi
data UAV.

Imtiaz et al. Negara kepulauan menghadapi

(2024) tantangan koordinasi dan kesiapan
teknologi dalam penggunaan UAV
untuk keamanan laut.

Dwicahyono Pertahanan  asimetris ~ maritim

et al. (2021) membutuhkan UAV  dengan
kemampuan  adaptif  terhadap

kondisi geografis dan cuaca yang
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beragam.
Octavian et al. Integrasi big data maritim dengan
(2020) UAV menciptakan sistem

pengawasan cerdas yang mampu
memprediksi ancaman lintas batas.
Penggunaan drone di Mediterania
menunjukkan potensi kerja sama
internasional dalam pemantauan
migrasi dan penyelundupan.
Apriliyanti et Kerja sama Indonesia—Australia
al. (2024) memperkuat integrasi data UAV
lintas batas untuk pengawasan
kejahatan maritim.

ASEAN memainkan peran penting
dalam koordinasi lintas negara
untuk pengendalian narkoba laut
dengan dukungan UAV.

Rizki et al. UNODC mendorong penggunaan

Klein (2021)

Chen (2023)

(2025) UAV sebagai bagian dari kerangka
kerja regional ASEAN dalam
memerangi  distribusi  narkoba
sintetis.

Nindy et al. UAV menjadi bagian dari strategi

(2022) TNI AL dalam pengamanan ALKI

Il melalui operasi militer selain
perang (OMSP).
Yulianto Penataan sistem rute pelayaran di
(2022) Selat Sunda mendukung
optimalisasi integrasi UAV dalam
pemantauan lalu lintas laut.

Rifgi et al. Implementasi kebijakan

(2020) penanganan kejahatan
transnasional di laut masih lemah
akibat tumpang tindih kewenangan
antar lembaga.

Samsurizal et Kolaborasi antar lembaga menjadi

al. (2023) kunci  pencegahan  peredaran
narkoba, UAV dapat menjadi

instrumen  penghubung  data
nasional.
Utomo et al. Analisis  strategi pertahanan
(2025) nasional menekankan pentingnya

kebijakan publik adaptif untuk
pengawasan berbasis UAV.

Jazim Aziz et Strategi TNI AL menggunakan

al. (2024) teknologi akustik dan UAV di
Selat Sunda untuk menjaga
kedaulatan laut nasional.

Gunawan et Narkotika dikategorikan sebagai

al. (2019) kejahatan transnasional,
memerlukan instrumen kebijakan
berbasis teknologi UAV.

Wahidun et Penguatan  wilayah maritim

al. (2025) melalui konsep pertahanan total
memerlukan  dukungan UAV
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sebagai instrumen keamanan non-
konflik.

Efektivitas UAV dalam Pengawasan Maritim
dan Deteksi Narkoba

Pemanfaatan UAV dalam pengawasan
maritim telah menunjukkan efektivitas signifikan
dalam mendeteksi aktivitas penyelundupan
narkoba di laut (Lampropoulos et al., 2023).
UAV mampu melakukan patroli jarak jauh
dengan waktu terbang yang panjang serta radius
jangkauan yang luas, memungkinkan deteksi dini
terhadap kapal mencurigakan yang tidak
terpantau radar konvensional (Kusumah, 2019).
Dalam konteks Selat Sunda yang padat lalu lintas
kapal, UAV memberikan keunggulan pengamatan
visual secara real-time, bahkan di area yang tidak
dapat dijangkau oleh kapal patroli atau menara
pengawas (Johansson, 2018). Teknologi kamera
multi-spektrum dan sensor inframerah pada UAV
memungkinkan identifikasi kapal kecil pada
malam hari, sehingga meningkatkan efektivitas
deteksi hingga dua kali lipat dibanding sistem
pemantauan manual (Lampropoulos et al., 2023).

Selain kemampuan pengawasan udara, UAV
juga berperan penting dalam mempercepat waktu
respons terhadap ancaman narkotika laut
(Kusumah, 2019; Roni Gunawan Raja Gukguk &
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019). Ketika sensor
UAV  mendeteksi objek atau pergerakan
mencurigakan, sistem dapat langsung
mengirimkan koordinat ke pos pantau darat atau
kapal pengawas terdekat. Integrasi data ini
mengurangi jeda informasi yang selama ini
menjadi kelemahan utama dalam operasi laut
(Apriliyanti et al., 2024). Efektivitas UAV bukan
hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil
terdeteksi, tetapi juga dari peningkatan efisiensi
penggunaan sumber daya manusia dan bahan
bakar kapal patroli yang sebelumnya sangat
bergantung pada operasi konvensional (Octavian
& Jatmiko, 2020).

Kemampuan UAV untuk beroperasi secara
otonom juga memberikan nilai tambah dalam
konteks  operasi  keamanan laut  yang
berkelanjutan. Drone dapat diprogram untuk
melakukan rute patroli otomatis di wilayah
berisiko tinggi penyelundupan narkoba tanpa
memerlukan operator secara terus-menerus
(Johansson, 2018; Rizki & Nurdiansyah, 2025).
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Sistem navigasi berbasis GPS dan Al
memungkinkan drone untuk menghindari
rintangan, mengenali pola pergerakan kapal, dan
mengirimkan data dengan tingkat akurasi tinggi.
Hal ini menjadikan UAV sebagai platform
pengawasan berkelanjutan yang dapat bekerja
siang dan malam tanpa gangguan cuaca ringan
atau jarak pandang terbatas (Gunawan et al.,
2022).

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa
penerapan UAV meningkatkan tingkat deteksi
aktivitas ilegal di laut hingga lebih dari 50%
dibandingkan metode konvensional (Johansson,
2018). UAV tidak hanya efektif dalam
pengintaian  visual, tetapi juga mampu
melakukan identifikasi berbasis pola, seperti
pergerakan kapal yang tidak sesuai jalur, waktu
berlabuh yang tidak wajar, atau pertemuan
antarkapal di tengah laut. Semua data tersebut
dapat diolah secara cepat menggunakan
algoritma kecerdasan buatan untuk menentukan
tingkat ancaman dan memprioritaskan tindak
lanjut (Lampropoulos et al., 2023).

Selain efektivitas dalam deteksi, UAV juga
mendukung dokumentasi bukti visual yang kuat
untuk proses hukum. Gambar atau video yang
direkam dari drone dapat menjadi bukti digital
yang valid, memudahkan aparat penegak hukum
dalam melakukan analisis forensik maritim.
Penggunaan UAV dalam konteks ini memperkuat
posisi lembaga seperti BNN dan Bakamla dalam
pengumpulan bukti dan intelijen lapangan yang
akurat. Dengan demikian, UAV tidak hanya
berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga
sebagai instrumen penegakan hukum berbasis
teknologi (Muhammad & Gregersen, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
efektivitas UAV meningkat ketika dioperasikan
secara terintegrasi dengan radar pantai dan
sistem Automatic ldentification System (AIS).
Kombinasi ketiga teknologi tersebut
menghasilkan sistem deteksi yang komprehensif
dan mampu meminimalkan blind spot di area
pengawasan laut. Dalam konteks Selat Sunda,
integrasi ini memungkinkan deteksi lebih cepat
terhadap kapal yang tidak menyalakan AIS atau
melakukan manuver mencurigakan di jalur
pelayaran padat (Octavian & Jatmiko, 2020;
Sugiyono et al., 2020).

https://ejournal.unib.ac.id/index.php/pendipa

ISSN 2086-9363

Secara keseluruhan, UAV terbukti
memberikan nilai tambah signifikan terhadap
penguatan keamanan maritim Indonesia. Dengan
efisiensi  operasional  tinggi, kemampuan
pengintaian  jarak jauh, dan kecerdasan
pemrosesan data real-time, UAV dapat menjadi
tulang punggung sistem deteksi dini peredaran
narkoba di laut. Penerapan UAV di Selat Sunda
menjadi langkah strategis untuk mempersempit
ruang  gerak  sindikat  narkoba  yang
memanfaatkan jalur laut antar pulau (Krystosik-
Gromadzinska, 2021; Ristanto et al., 2021).

Kendala Teknis dan Operasional dalam
Implementasi UAV di Wilayah Laut

Meskipun UAV menawarkan keunggulan
teknologi, implementasinya di lingkungan
maritim Indonesia menghadapi sejumlah kendala
teknis yang cukup kompleks. Salah satu masalah
utama adalah durasi terbang terbatas yang
dimiliki sebagian besar UAV berbasis baterai
(Chen, 2023). Pada kondisi operasi laut yang
luas, kebutuhan daya yang besar membuat drone
hanya mampu beroperasi antara dua hingga
empat jam sebelum kembali untuk pengisian
daya. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan
drone dalam melakukan patroli panjang di
perairan seperti Selat Sunda yang memiliki
radius pengawasan luas dan arus pelayaran yang
tinggi (Vallor, 2013).

Selain daya tahan, kondisi cuaca laut tropis
menjadi tantangan serius dalam pengoperasian
UAV. Angin kencang, kelembapan tinggi, serta
curah hujan ekstrem di Selat Sunda sering
mengganggu  stabilitas  penerbangan  dan
mengurangi  kualitas citra yang dihasilkan
(Krystosik-Gromadzinska, 2021). Drone yang
tidak dirancang untuk tahan terhadap korosi air
asin juga berisiko mengalami kerusakan pada
sistem motorik dan sensor. Hal ini menuntut
perlunya pengembangan UAV maritim yang lebih
tahan cuaca, dengan sistem pelindung korosi
serta sensor adaptif yang mampu beroperasi
dalam kondisi atmosfer dinamis (Muhammad &
Gregersen, 2022).

Faktor teknis lain yang menjadi kendala
adalah stabilitas koneksi komunikasi data antara
UAV dan stasiun kendali di darat. Di wilayah
laut, konektivitas sinyal sering kali terganggu
karena tidak adanya infrastruktur jaringan tetap
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(Johansson, 2018). Keterbatasan bandwidth
menyebabkan keterlambatan transmisi data,
terutama ketika drone harus mengirimkan video
resolusi tinggi secara real-time (Wang et al.,
2023). Oleh karena itu, pengembangan sistem
komunikasi berbasis satelit atau mesh network
menjadi krusial untuk menjaga kesinambungan
operasi UAV di laut lepas.

Dari aspek operasional, keterbatasan tenaga
ahli dan operator terlatih juga menjadi hambatan
utama. Pengoperasian UAV untuk misi maritim
memerlukan keahlian multidisiplin, mencakup
navigasi udara, analisis citra, hingga pengetahuan
taktis mengenai pergerakan kapal di laut. Saat
ini, pelatihan operator drone di sektor keamanan
laut masih terbatas, sehingga potensi UAV belum
termanfaatkan secara optimal  (Krystosik-
Gromadzinska, 2021).

Selain masalah teknis, aspek pemeliharaan
dan logistik juga menjadi kendala. Penggunaan
UAV di laut membutuhkan sistem pendukung
darat yang andal, seperti pos pengisian daya,
hanggar, serta peralatan perawatan khusus.
Infrastruktur ini masih minim di sejumlah
pangkalan maritim Indonesia, termasuk di sekitar
Selat Sunda. Tanpa dukungan logistik memadai,
drone berisiko tidak dapat digunakan secara
berkelanjutan dalam operasi jangka panjang
(Wahidun et al., 2025).

Kendala lainnya muncul dari interferensi
elektromagnetik di kawasan pelayaran padat
yang dapat mengganggu sistem navigasi UAV.
Banyak kapal besar di Selat Sunda menggunakan
radar dan sistem komunikasi berdaya tinggi,
yang kadang menyebabkan gangguan terhadap
sinyal kontrol drone. Gangguan ini berpotensi
menyebabkan kesalahan navigasi atau
kehilangan koneksi sementara, yang dapat
berdampak pada keamanan penerbangan UAV di
area tersebut (Muhammad & Gregersen, 2022).

Meskipun terdapat tantangan teknis dan
operasional, hasil kajian menunjukkan bahwa
sebagian besar kendala tersebut dapat diatasi
melalui pengembangan sistem UAV generasi
baru dengan daya jelajah lebih panjang, sensor
adaptif, dan integrasi Al yang mampu melakukan
pengambilan keputusan mandiri (Prakoso et al.,
2025). Dukungan penelitian nasional dalam
bidang UAV maritim akan menjadi faktor kunci
untuk menyesuaikan teknologi drone dengan
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kondisi geografis dan iklim khas Indonesia
(Camilli, 2015).

-

Gambar 27.mUAAV dalam péngawasan sektor
maritim (Krystosik-Gromadzinska, 2021)

Integrasi UAV dengan Sistem Keamanan
Maritim Nasional dan Internasional

Salah satu hasil penting dari penelitian ini
adalah temuan bahwa efektivitas UAV akan
meningkat signifikan ketika diintegrasikan
dengan sistem keamanan maritim yang sudah
ada. UAV tidak dapat berdiri sendiri, melainkan
harus menjadi bagian dari ekosistem pengawasan
laut terintegrasi yang mencakup radar pantai,
satelit, kapal patroli, dan sistem komunikasi antar
lembaga (Wahidun et al., 2025). Dalam konteks
Selat Sunda, integrasi ini memungkinkan
pengawasan berlapis yang menggabungkan
kecepatan deteksi udara dengan ketepatan
penindakan laut (Ristanto et al., 2021).

Integrasi UAV ke dalam Maritime Domain
Awareness (MDA) Indonesia akan memperkuat
kemampuan nasional dalam memantau wilayah
laut secara menyeluruh. Sistem MDA vyang
didukung UAV dapat memberikan citra udara
real-time kepada Bakamla, BNN, dan TNI AL,
sehingga setiap pergerakan kapal mencurigakan
dapat langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu
laporan manual (Octavian & Jatmiko, 2020).
Dengan sistem ini, UAV berperan sebagai “mata
udara” yang memperluas jangkauan pengawasan
dari pos pantau darat hingga lautan terbuka
(Ristanto et al., 2021).

Dari sisi internasional, integrasi UAV juga
sejalan dengan upaya global dalam melawan
kejahatan lintas batas. Kerja sama antara negara-
negara ASEAN, khususnya dalam program
ASEAN  Maritime  Security  Cooperation,
membuka peluang untuk berbagi data hasil
pengawasan UAV secara lintas batas. Hal ini
penting mengingat jalur laut seperti Selat Sunda
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merupakan rute internasional yang sering
dimanfaatkan sindikat narkoba dari luar negeri
(Imtiaz & Qazi, 2024; Islam, 2024).

Selain itu, sistem UAV dapat dihubungkan
dengan Automatic ldentification System (AIS)
dan data citra satelit untuk membentuk model
deteksi prediktif (Octavian & Jatmiko, 2020).
Ketika sebuah kapal mematikan AIS atau
menyimpang dari rute normal, UAV dapat
dikirimkan secara otomatis untuk melakukan
pengamatan visual. Pendekatan ini menciptakan
mekanisme respons cepat berbasis kecerdasan
buatan yang meningkatkan  kemampuan
pencegahan terhadap penyelundupan narkoba
sebelum mencapai wilayah pantai (Samsurizal et
al., 2023).

Integrasi juga berperan dalam memperkuat
koordinasi antar lembaga penegak hukum.
Dengan data UAV yang tersinkronisasi dalam
jaringan bersama, koordinasi antara Bakamla,
Polairud, dan BNN menjadi lebih efektif (Nindy
et al., 2022). Setiap lembaga dapat mengakses
informasi  secara  bersamaan, menghindari
redundansi misi, dan memastikan tindak lanjut
dilakukan secara cepat dan terkoordinasi
(Dwicahyono et al., 2021; Sinaga et al., 2025).

Selain manfaat operasional, integrasi UAV
dalam sistem keamanan maritim juga memiliki
dimensi strategis. Data yang dikumpulkan UAV
dapat digunakan untuk analisis pola jangka
panjang, seperti rute penyelundupan yang
berulang atau waktu aktivitas tinggi di perairan
tertentu  (Okafor-Yarwood et al., 2024).
Informasi ini membantu penyusunan kebijakan
berbasis bukti (evidence-based policy) dalam
pengawasan laut (Rifgi & Prakoso, 2020).

Dengan demikian, integrasi UAV bukan
hanya meningkatkan efektivitas pengawasan,
tetapi juga menciptakan arsitektur keamanan
maritim yang adaptif dan cerdas, sesuai dengan
kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan
dengan tingkat ancaman lintas batas yang tinggi.

Kebijakan, Regulasi, dan Strategi
Kelembagaan Terkait Penggunaan Drone
dalam Konteks Keamanan Laut

Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa
kerangka kebijakan dan regulasi nasional masih
menjadi faktor penentu utama keberhasilan
pemanfaatan UAV dalam konteks keamanan laut
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(Krystosik-Gromadzinska, 2021; Sinaga et al.,
2025). Saat ini, regulasi penggunaan drone di
Indonesia  lebih  banyak berfokus pada
penerbangan sipil dan komersial, sementara
aspek keamanan maritim masih belum diatur
secara spesifik (Nabila & Putri, 2025). Hal ini
menyebabkan  lembaga  penegak  hukum
menghadapi kendala hukum dalam penggunaan
UAV di wilayah perairan terbuka (Rifgi &
Prakoso, 2020).

Ketiadaan standar operasional prosedur
antar lembaga juga menghambat efektivitas
penggunaan drone. Bakamla, BNN, dan TNI AL
sering kali memiliki sistem pengawasan terpisah
tanpa mekanisme integrasi data UAV yang
konsisten (Efendi, 2025; Ristanto et al., 2021).
Strategi kelembagaan yang jelas diperlukan agar
UAV dapat dioperasikan di bawah satu komando
pengawasan maritim nasional dengan pembagian
peran yang tegas (Soemantri et al., 2025).

Kebijakan nasional perlu diarahkan pada
pembentukan regulasi khusus UAV maritim,
mencakup izin penerbangan di wilayah laut,
standar keamanan data, serta tata kelola
kolaboratif lintas lembaga (Islam, 2024; Rifgi &
Prakoso, 2020). Regulasi ini harus menjamin
bahwa penggunaan UAV untuk keamanan laut
tetap mematuhi hukum udara internasional dan
tidak menimbulkan konflik  yurisdiksi  di
perbatasan perairan (Klein, 2021; Utomo &
Supriyadi, 2025).

Selain regulasi, strategi kelembagaan juga
mencakup penguatan kapasitas sumber daya
manusia dan infrastruktur teknologi. Diperlukan
investasi dalam pelatihan operator UAV maritim,
insinyur sensor, serta analis data citra laut.
Strategi ini dapat diwujudkan melalui kerja sama
antara lembaga pertahanan, akademisi, dan
industri teknologi nasional untuk menciptakan
ekosistem riset dan produksi UAV dalam negeri
(Aris Sarjito, 2023).

Dalam jangka panjang, kebijakan yang
mendukung penggunaan UAV di  sektor
keamanan laut akan memperkuat posisi
Indonesia sebagai negara maritim modern.
Dengan dasar hukum yang kuat, koordinasi antar
lembaga yang baik, serta strategi operasional
yang jelas, UAV dapat menjadi bagian integral
dari sistem pertahanan laut nasional (Krystosik-
Gromadzinska, 2021).
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Hasil penelitian juga menekankan perlunya
kebijakan kolaboratif antara pemerintah pusat
dan daerah pesisir. Pemerintah daerah di wilayah
seperti Banten dan Lampung dapat dilibatkan
dalam pengawasan lokal menggunakan UAV
kecil untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di
garis pantai sebelum informasi diteruskan ke
tingkat nasional (Firmansyah & Puspitasari,
2021).

Akhirnya, efektivitas kebijakan UAV
maritim tidak hanya bergantung pada perangkat
hukum, tetapi juga pada komitmen politik dan
keberlanjutan pendanaan. Tanpa dukungan
finansial yang stabil, pengembangan UAV hanya
akan berhenti pada tahap uji coba. Oleh karena
itu, perlu ada kebijakan strategis jangka panjang
yang menjadikan UAV sebagai prioritas nasional
dalam modernisasi keamanan maritim Indonesia
(Triyani et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan
teknologi pesawat terbang tanpa awak terbukti
memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem
pengawasan maritim dan mendeteksi aktivitas
penyelundupan narkoba di wilayah strategis
seperti Selat Sunda. UAV mampu memberikan
keunggulan signifikan dalam aspek kecepatan
deteksi, efisiensi pengawasan, serta efektivitas
koordinasi lintas lembaga. Integrasi sensor multi-
spektrum, Kkecerdasan buatan, dan sistem
komunikasi real-time memungkinkan UAV
mendeteksi pola pergerakan mencurigakan
secara akurat bahkan di kondisi geografis dan
cuaca Yyang kompleks. Namun demikian,
penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala
teknis dan operasional seperti keterbatasan daya
jelajah, gangguan cuaca laut, serta belum
optimalnya infrastruktur ~ pendukung  dan
konektivitas data di wilayah maritim. Selain itu,
aspek kelembagaan dan regulasi nasional masih
memerlukan penyempurnaan agar pemanfaatan
UAV dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan
sesuai dengan prinsip hukum udara dan laut
internasional. Implikasi dari hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan UAV secara
sistematis dan terintegrasi dapat menjadi elemen
kunci dalam memperkuat keamanan maritim
nasional serta menekan laju peredaran narkoba
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lintas batas di kawasan perairan strategis
Indonesia.
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